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Abstract: 
Divorced accountability as social action tend deviatif to various norms has 
emerged as a social fact, a postmodernist perspective, the phenomenon of such 
action is something that is hyperrealitas. Abnormalitasnya requires in-depth study 
in order to reveal the facts behind the phenomenon. This study aims to understand 
the social construction of the actor or the subject of divorce and divorce action 
against defendants who had committed himself. Motives as the cause of the birth 
of the act and what the meaning behind the act is another goal that will be 
achieved in this study. As a contemporary phenomenon, this study used a 
qualitative kind of phenomenological approach supported by micro theories in 
explaining it is phenomenological. The theory of social construction Berger and 
Luckmann, interaksinonisme symbolic Mead, the phenomenology of Husserl and 
Scuhtz clump theory is used to mengeksplanasi research findings.Results showed 
that the social construction of the subject of divorce in general is something 
normal, not taboo especially disgrace. Against contested divorce action, the 
subject assumes a free option for every individual who is sovereign over himself. 
In the context of phenomenology, the action certainly does not stand alone but are 
beyond the motivational context, the motives for (Because to motive) and a 
motive for or purpose (in order to motive) so that action unrevealed. At Because 
to motive, the subject of contested divorce action because, among others, failure 
to meet expectations, economic difficulties, and constant conflict due to the 
troubled husband morality. In order to motive in the subject meant or intended to; 
meet expectations, improving economic conditions, and to be free of the vortex 
conflict. The meaning behind these actions are among others as a solution to the 
failure to meet expectations, independence, and freedom of expression from the 
vortex of conflict. 
 
Keywords: 
Divorce, Sues 
 
PENDAHULUAN 
Dalam konteks sosiologis, perkawinan adalah manifestasi dari relasi dyadic dan 
bersifat resiprokal atau kesaling-jalinan secara sosial dalam persekutuan dua individu. 
Harmoni maupun interaksi konfliktual, atau langgeng dan runtuhnya sebuah perkawinan 
sangat bergantung dari hubungan dyadic ini, yakni antara suami dan isteri. Perspektif 
sosiologis lainnya memandang perkawinan sebagai wujud dari atom sosial, yakni sebuah 
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intensitas relasi yang dikonstruksi secara sadar melalui ikatan sosio-psikologis dari dualitas 
individu. 
Toffler (1982) memproyeksikan bahwa di antara masalah kejutan masa depan dalam 
kehidupan masyarakat modern ialah munculnya gejala keluarga yang berantakan atau 
keluarga yang berpecah-pecah. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah 
sistem keluarga, seringkali membawa akibat dengan meningkatnya kegagalan melaksanakan 
peran dan fungsi sebagaimana idealnya. Dengan demikian, hubungan-hubungan sosial yang 
mengikat pasangan perkawinan terancam dan runtuh, sehingga kelompok itu sendiri juga akan 
runtuh. Dalam konteks ini, perkawinan telah gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya. 
Dewasa ini, lembaga keluarga banyak mengalami disorganisasi, disorientasi,  dan disfungsi 
yang mengarah pada berakhirnya ikatan pernikahan melalui perceraian. Fenomena sosial ini 
memberikan indikasi tentang terjadinya gerak sosial yang deviatif dengan sejumlah implikasi-
implikasinya. Perceraian, dalam hal ini cerai gugat dan  cerai talak adalah penanda tentang 
terjadinya kerapuhan sistem ketahanan perkawinan dalam masyarakat, yang ditandai dengan 
lemahnya partisipasi sosial (individu dan institusi), inkonsistensi dan ketidaksetiaan terhadap  
norma kultural dan bahkan norma agama sebagai acuan dalam melangsungkan dan 
memelihara tatanan sosial.  
Jumlah perceraian di Indonesia, baik cerai talak maupun cerai gugat telah mencapai 
angka yang cukup fantastis. Tercatat pada tahun 2007, sedikitnya 200 ribu pasangan 
melakukan perceraian dan merupakan rekor tertinggi di kawasan Asia Pasifik (Julianto, 
2008). Data terakhir hasil perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat 
sebanyak 250 ribu kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2009 (10% ) dari jumlah 
pernikahan di tahun yang sama, yakni sebanyak 2,5 juta pernikahan. Di Sulawesi Selatan, 
cerai-gugat merupakan trend baru yang terjadi di seluruh kabupaten dan kota dalam beberapa 
tahun terakhir.  
Fenomena ini patut mendapat perhatian secara proporsional untuk ditelusuri lebih 
jauh, paling tidak karena beberapa alasan pokok. Pertama, dari perspektif hukum dan 
sosiologis, proses perceraian sebenarnya diperhadapkan pada mekanisme dan prosedural 
hukum serta sosial yang menyulitkan untuk dilaksanakannya sebuah perceraian. Kedua, 
masyarakat Bugis sebagaimana dengan masyarakat lainnya secara umum adalah masyarakat 
yang terpola dalam relasi sosial yang berstruktur vertikal atau sistem patriarkhat/patriarki. 
Ketiga, maraknya perceraian yang didominasi oleh cerai gugat adalah realitas yang tentunya 
tidak sejalan dengan nilai-nilai utama kebudayaan Bugis, khususnya nilai “agettengeng” yang 
bermakna keteguhan, tetap azas, dan kuat dalam pendirian. Keempat, dari sisi yuridis 
normatif, cerai gugat tidak dipandang sebagai persoalan serius karena peluang tersebut 
diberikan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, dalam konteks yuridis 
sosiologis, fenomena ini adalah persoalan serius yang membutuhkan penjelasan komprehensif 
tentang apa makna dibalik fakta tersebut.  
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Merespon tentang trend cerai gugat yang terus terjadi dan dengan jumlah yang 
signifikan di setiap tahunnya di Kabupaten Sidrap, maka diperlukan rekayasa sosial sebagai 
formula sosiologis agar permasalahan tersebut dapat tertangani dengan baik. Dengan tujuan 
itulah, maka penelitian ini penting dilakukan. 
 
Pernyataan Masalah 
Mengacu pada latar belakang di atas, disusun pernyataan masalah   sebagai berikut: 
1. Cerai gugat sebagai tindakan sosial  sudah barang tentu terkait dengan konstruksi sosial 
subyek, dalam bagaimana ia memandang perceraian dan  cerai gugat; 
2. Tingginya angka cerai gugat terkait oleh  sejumlah faktor yang berdimensi makro dan 
mikro, dimana faktor-faktor itu hingga kini belum diketahui; 
3. Sebagai tindakan sosial yang bersifat intensional (bertujuan), cerai gugat tentunya 
memiliki makna-makna spesifik bagi subyek yang penting untuk diungkap.  
 
Tujuan  Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan pemahaman serta makna tentang 
tindakan cerai gugat. Secara terperinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan konstruksi sosial subyek  terhadap perceraian dan terhadap tindakan 
cerai gugat; 
2. Mengungkapkan dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada 
dimensi makro dan mikro; 
3. Menganalisis makna cerai gugat berdasarkan perspektif subyek. 
 
Manfaat Penelitian 
Secara teoretik-akademik, kajian ini memberikan warna baru dan dinamis dalam 
konteks sosiologis, dalam perjumpaannya dengan tema-tema kekinian sebagai efek dari 
perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus dan membutuhkan adaptasi keilmuan. 
Untuk manfaat praktisnya, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
pemikiran bagi lembaga otoritatif  dan para pihak terkait dalam memformulasi kebijakan, 
yang berorientasi pada penciptaan ketahanan lembaga perkawinan dan keluarga.   
 
KAJIAN TEORI 
Perkawinan dan Perceraian: Tinjauan Sosiologis 
Perkawinan dalam konteks Teori pertukaran sebagaimana yang digagas oleh Homans 
dan Blau (Jhonson, 1984) dan Ritzer & Goodman (2007) adalah fakta sosial sekaligus 
tindakan sosial yang distimuli oleh kepentingan dan rasionalitas akan keuntungan obyektif. 
Dalam konteks sosial yang kalkulatif, semisal perkawinan, baik Teori Pertukaran Klasik 
maupun Teori Pertukaran Modern keduanya memberikan penjelasan dengan koherensi yang 
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beririsan bahkan signifikan, yakni pertukaran sosial didasarkan oleh pertimbangan 
keuntungan.  
Selanjutnya, perkawinan dalam perspektif sosiologis juga mengusung tema-tema 
sosiologis selain yang terkait dengan Teori Pertukaran. Tema signifikan yang tersajikan dalam 
proses sosial itu adalah rangkaian interaksi yang terbahaskan melalui pendekatan Teori 
Interaksionisme Simbolik. Perkawinan sebagai interaksi sosial dapat dijelaskan dengan teori 
ini dengan bertumpu pada dua hal pokok yang mendasari keberlangsungan dan terjadinya 
interaksi, yakni interaksi melalui percakapan atau lisan (non simbolik) dan interaksi yang 
terjadi dengan menggunakan simbol-simbol (simbolik) yang dapat diinterpretasi. 
Dalam konteks Teori Interaksionisme Simbolik, baik Mead, Blumer maupun Goffman 
(Jhonson, 1991, Soerapto, 2002, dan Susilo, 2008) masing-masing menjelaskan tentang 
proses interaksi sosial yang dibangun oleh respon atas ucapan dan respon atas simbol-simbol 
yang mengandung makna-makna. Dalam perspektif teori ini, perkawinan adalah realitas yang 
dikonstruksi oleh ucapan (non simbolik) dan simbol (simbolik) yang mengiringinya sepanjang 
perhelatannya. Percakapan atau ucapan yang terucapkan dalam proses perkawinan secara 
keseluruhan mengarah kepada fakta-fakta integritas, solidaritas, dan loyalitas. Demikian pula 
simbol-simbol yang terpaparkan selama realitas itu diadakan secara keseluruhannya memiliki 
kongruensi dan koherensi dengan aspek non simbolik. Teori Dramaturgi oleh Goffman 
(Craib, 1986: 115) sebagai derivasi dari Teori Interaksionisme Simbolik sebagai induk teori 
juga mampu mengungkap dengan baik makna simbolik dari realitas perkawinan.   
Dalam kerangka kerja Mead, self dibayangkan sebagai ruangan bagi terjadinya dua 
fase proses diri, yaitu ”I” yang memiliki sifat spontan, dari dalam (inner), subyektif, tidak 
terkekang. Sedangkan ”Me” yang adalah sikap-sikap yang terorganisir dan terarah kepada 
orang-orang lain; yang menghubungkan orang itu dengan masyarakat luas; memiliki sifat 
sosial dan terkekang (determinated). Me inilah yang sering disebut self concept (konsep diri) 
atau juga disebut self identity (jati diri). Mead melukiskannya sebagai ”how people see 
themselves through the eyes of others” (bagaimana seseorang memandang dirinya melalui 
mata orang lain) (Jhonson, 1990).  
Mempelajari tindakan sosial bukan melalui faktor luar seperti struktur sosial tetapi 
dengan metode verstehen, yaitu menafsirkan tindakan aktor yang penuh makna  dari dalam 
secara subyektif. Tafsiran itu melingkupi motif, tujuan, konteks, dan situasinya. Dengan cara 
itu, Weber mengklasifikasi dua jenis tindakan sosial yang sarat makna, yaitu tindakan rasional 
(tujuan dan nilai) dan tindakan nonrasional (tradisional dan afektif) (Ritzer & Goodman, 
2010: 137). Kesadaran adalah proses berpikir manusia, dan pada titik ini, fenomenologi 
bersinggungan dengan interaksionisme simbolik yang juga memperhatikan esensi interaksi 
berdasarkan proses berpikir manusia. Teori lain yang selaras dengan tindakan rasional Weber 
maupun konsep I dan Me oleh Mead hubungannya dengan pengambilan keputusan bercerai 
sebagai tindakan sosial adalah teori pilihan rasional. Sebelum memberikan penjelasan secara 
terbatas tentang teori ini, akan dikemukakan konsep-konsep lain yang juga sebangun dengan 
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dengan teori tindakan Weber. Konsep tindakan logis dan tindakan tidak logis oleh Vilfredo 
Pareto (Giddens, 2009) adalah kontribusi lain yang memperjelas tentang bekerjanya dualitas 
aspek yang terselubung dibalik pengambilan keputusan oleh seorang aktor. Pareto, dengan 
demikian juga mendukung dualitas prinsip dalam spektrum psikologis individu pada setiap 
berkeputusan, yakni atas dasar rasionalitas dan non rasionalitas. 
Konstruksi Sosial terhadap Realitas: Konseptualisasi Pengalaman Subyektif 
Dalam pandangan Berger (1990), eksternalisasi adalah proses penyesuaian diri dengan 
dunia sosiokultural sebagai produk manusia. proses ini merupakan konskretisasi dari 
keyakinan yang dihayati secara internal. Eksternalisasi juga bermakna sebgai usasha 
pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia. Baik dalam kegiatan mental maupun 
fisik sebagai pengejawantahan dari sifat dasar manusia. manusia tidak dapat kita mengerti 
sebagai ketertutupan yang terlepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, 
daklam proses inilah dihasilkan suatu dunia, dengan kata lain manusia menemukan dirinya 
sendiri dalam suatu dunia. 
Eksternalisasi adalah menciptakan struktur yang stabil yang diperlukan untuk bertahan 
hidup itu. Struktur itu adalah sebuah produksi bersama (a collective production) yang terjadi 
dalam kurun waktu yang sangat lama.  Adapun obyektivasi, Berger menggambarkan sebagai 
penciptaan berbagai lembaga, bahasa, benda, peralatan, ilmu pengetahuan, kesenian, dalam 
aktivitas terstruktur. Segala struktur itu memiliki aturan yang harus ditaati. Agar penciptaan 
itu menjadi obyektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama.  
Obyektifikasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan 
atau mengalami proses institusionalisme. Proses ini merupakan bentuk konkrit dari 
internalisasi disertai catatan bahwa hasil objektivitakasi tersebut berlaku secara umum. 
Objektivitasi adalah hasil yang telah dicapai, baik secara mental maupun fisik dari 
eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan 
menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan 
dari manusia yang menghasilkannya. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, 
manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non material dalam 
bentuk bahasa. Baik alat jadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika 
berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. setelah dihasilkan, baik 
benda maupun bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif.  
Internalisasi bagi Berger adalah kurang lebih sama dengan sosialisasi. Dalam 
internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. Dengan peranan dan identitas 
tertentu anggota-anggota dari suatu struktur melakukan internalisasi.  
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Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berparadigma konstruktivisme atau 
interpretivisme. Untuk mendeskripsikan fenomena cerai gugat secara  lebih alami, penuh 
makna (meaning full), dan mendalam,  digunakan metode kualitatif dengan strategi 
pendekatan fenomenologi, yang dalam studi ini disebut pendekatan kualitatif fenomenologi.  
 
Lokasi Penelitian 
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yang didasarkan pada 
informasi yang diperoleh dari data cerai gugat di  Kantor Pengadilan Agama Kabupaten 
Sidrap. Informasi yang didapatkan  menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) kecamatan, terdapat 
3 (tiga) kecamatan yang memiliki persentase terbesar yang penduduknya melakukan cerai 
gugat. Secara berurutan yakni, Kec. Panca Rijang, Kec. Dua Pitue, dan Kec. Pitu Riawa. 
Dengan pendekatan kerepresentasian fokus kajian berdasarkan informasi tersebut, maka Kec. 
Panca Rijang ditetapkan sebagai lokasi penelitian.  
 
Fokus Penelitian 
Fokus penelitian melingkupi; (1) konstruksi sosial subyek; (2) faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindakan cerai gugat yang dilihat pada dua dimensi sekaligus, yakni dimensi 
Konstruksi Sosial 
tentang  
Cerai Gugat 
• Eksternalisasi  
(Realitas Obyektif) 
• Obyektivasi  
(Realitas Simbolik) 
• Internalisasi  
(Realitas Subyektif) 
CERAI 
GUGAT 
Makna Cerai Gugat 
Faktor-faktor 
Penyebab 
Because to Motive 
(Motif “Karena”) 
Mikro Subyektif 
In Order to Motive 
(Motif “Supaya”) 
Makro Obyektif 
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obyektif dan dimensi subyektif dan (3) makna cerai gugat sebagai tindakan sadar yang 
dilakukan subyek. 
Subyek  dan Informan Penelitian 
Subyek dalam penelitian ini adalah aktor utama yang menjadi sasaran penelitian.  
Informan adalah tokoh-tokoh kunci dan dengan keahliannya dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan oleh peneliti. Penentuan subyek dilakukan dengan metode purposive 
sampling dengan kriteria subyek antara lain; a) Usia saat melakukan perkawinan minimal 16 
tahun (mengacu pada aturan pemerintah; b) Berstatus janda atau belum menikah kembali saat 
penelitian ini dilakukan dan berdomisili di Kecamatan Panca Rijang; c) Berusia minimal 20 
tahun pada saat melakukan cerai gugat dengan asumsi bahwa seseorang di usia ini sudah 
memiliki keseimbangan mental dan psikologi dalam mengambil keputusan penting dalam 
kehidupannya; (d) Usia perkawinan minimal 4 tahun. Selain subyek sebagai aktor primer, 
juga terdapat beberapa informan ahli yang dapat memberikan informasi-informasi penting 
terkait dengan fokus penelitian ini. 
  
Teknik  Pengumpulan Data 
1. Pengamatan (Observasi) 
Dalam penelitian ini, hal-hal yang diobservasi antara lain; pertama, keadaan geografi, 
demografi, dan psycografi masyarakat Rappang. Kedua, kehidupan sehari-hari dan setting 
pergaulan subyek yang menyangkut pola interaksinya di masyarakat. Ketiga, sikap dan 
perilaku subyek. Keempat, pelaksanaan sidang cerai gugat di Kantor Pengadilan Agama 
Kabupaten Sidrap sebagai upaya untuk menangkap dan menyerap makna atas peristiwa 
faktual yang terjadi. 
 
2. Wawancara 
Wawancara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan 
tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu berkaitan dengan tema yang diteliti, 
dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.  
 
3. Catatan Lapangan dan Dokumentasi 
Dalam penelitian ini, dengan mengacu pada Mudjiyanto dan Kenda (2010), catatan 
lapangan dibagi menjadi dua bagian, yakni; (1) Deskripsi, yakni tentang apa yang 
sesungguhnya peneliti amati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang peneliti lihat, dengar 
dan rasakan berdasarkan indera peneliti. (2) Komentar, tafsiran, refleksi pemikiran dan atau 
pandangan peneliti tentang apa yang teramati. Teknik dokumentasi dilakukan dalam rangka 
mengumpulkan data-data sekunder melalui proses pendokumentasian informasi penting dari 
sejumlah sumber, gambar atau peta lokasi, foto, dan informasi lain yang relevan. 
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Analisis Data 
Analisis data untuk penelitian ini dilakukan secara induktif. Untuk keperluan itu, 
peneliti menggunakan analisis fenomenologis yang dikembangkan oleh Dimyati (2001) 
dengan sistematika langkah: (a) Kategorisasi antara subyek dengan informan penelitian; (b) 
Pengujian kejujuran aktor; (c) Melakukan reduksi yang meliputi selecting dan focusing, 
simplifying, abstracting, dantransforming; (d) Membuat rumusan proposisi yang terkait 
dengan prinsip logika; (e) Mengkaji data yang ada, pengelompokan data, dan proposisi yang 
telah dirumuskan; (f) Melaporkan hasil penelitian yang di dalamnya terdapat temuan baru. 
 
Pengujian Keabsahan Data 
Pengabsahan data dilakukan dengan langkah; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, trianggulasi, pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, 
pengecekan anggota, uraian rinci, dan audit trail (Satori & Komariah, 2009 dan Sugiyono, 
2010).  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Sosial Subyek terhadap Cerai Gugat: Perspektif Teori Konstruksi Sosial  
1. Eksternalisasi: Realitas Obyektif 
Dalam perspektif teori konstruksi sosial, tindakan cerai gugat sebagai tindakan 
individu yang berkesadaran adalah produk kreativitas yang lahir dari proses penafsiran 
terhadap situasi yang terkonstruksi secara terus menerus.  Fenomena ini disebut Berger dan 
Luckmann dengan istilah eksternalisasi. Mengacu pada perspektif teori konstruksi sosial, 
fenomena cerai gugat adalah faktisitas atau produk dari penafsiran subyektifitas yang 
didasarkan atas persepsi dan keyakinan individu dalam mengambil keputusan melakukan 
tindakan cerai gugat.  
Nilai-nilai pribadi, pengetahuan, pengalaman, dan sikap adalah dimensi-dimensi 
subyektif yang berkontribusi secara bersama-sama dalam mengkonstruksi paradima subyektif 
terhadap sesuatu. Klaim janda sebagai hal yang biasa adalah  ekspresi paradigmatik tentang 
bagaimana subyek menilai dan menghayati perannya sebagai janda yang memiliki ruang dan 
matra tersendiri dalam komunitas sosial. Status janda bagi subyek adalah status yang tidak 
perlu diperdebatkan karena status itu adalah sesuatu yang lebih baik baginya secara subyektif.  
Status itu pula yang membuatnya bisa menikmati kediriannya sebagai individu yang otonom 
dan terbebas dari kerangkeng perkawinan yang menjauhkannya dari kemerdekaan sebagai 
pribadi yang berdaulat bagi dirinya sendiri. 
Dalam konteks konstruksi sosial, cerai gugat adalah pendefinisian atas makna-makna 
yang dipelajarinya dari proses-proses interaksi dengan dunia eksternalnya. Fase eksternalisasi 
berlangsung dengan dua prosedur sekaligus, yakni melalui proses institusionalisasi dan proses 
legitimasi, yakni: 
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a. Analisis Proses Institusionalisasi Cerai Gugat 
Analisis proses institusionalisasi cerai gugat mengikuti alur logika perspektif konstruksi sosial 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Skema Proses Insitusionalisasi Cerai Gugat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Analisis Proses Legitimasi Cerai Gugat 
Dengan mengikuti peta pikiran teori konstruksi sosial tentang pembentukan kenyataan 
sosial, Berger dan Luckmann (1990) menyebutkan bahwa institusionalisasi memerlukan 
legitimasi dan legitimasi memiliki fungsi produktif dan efektif dalam mengkonstruksi sebuah 
proses institusionalisasi. Legitimasi dalam konteks teori ini adalah bagaimana sesuatu yang 
obyektif (yang keberadaannya terdapat di luar diri individu) dapat menjadi masuk akal secara 
subyektif. Cerai gugat adalah realitas obyektif  yang secara eksistensial merupakan sesuatu 
yang bersifat taken for granted. Proses legitimasi cerai gugat di Kabupaten Sidenreng 
Rappang sebagaimana diungkap melalui penelitian ini, terjadi pada sejumlah tingkatan-
tingkatan piramida yang bersifat hierarkis dengan justifikasi yang berbeda-beda berdasarkan 
derajat tingkatan matranya. Dengan pengertian ini, maka sekali lagi bahwa legitimasi 
terdefinisikan sebagai cara-cara dengan mana ia dapat dijelaskan dan dibenarkan. 
Proses legitimasi cerai gugat di Kab. Sidenreng Rappang dijelaskan secara skematis 
berikut ini: 
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Skema Proses Legitimasi Cerai Gugat Berdasarkan Gradasi dan Justifikasinya 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Proses Disintitusionalisasi Cerai Gugat  
Secara normatif, kendati cerai gugat dewasa ini mempresentasikan dirinya sebagai 
faktisitas yang relatif baru dalam kebudayaan masyarakat moderen, peneliti berpendirian 
bahwa cerai gugat sebagai residu dari perubahan sosial itu tidak akan mengalami proses 
institusionalisasi seperti yang digambarkan Berger di atas. Sikap ilmiah tersebut selanjutnya 
peneliti tegaskan sebagai temuan baru dalam penelitian sekaligus sebagai ingkaran terhadap 
proses institusionalisasi Berger, dengan beberapa alasan pokok sebagai berikut: 
Pertama, stabilitas sosial secara makro sangat tergantung dari stabilitas lembaga 
keluarga sebagai lembaga utama dan vital dalam masyarakat. Dengan asumsi ini, maka 
tentunya semua pihak (pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan masyarakat 
sendiri) akan melakukan sejumlah upaya dalam bagaimana cara membangun ketahanan 
LEGITIMASI 
Individu  
(Subyek) 
• Dekonstruksi  stigma dan tidak adanya 
sanksi sosial terhadap tindakan cerai gugat; 
• Cerai gugat bukan aib dan diterima secara 
umum tanpa dipersoalkan. 
 
• Sikap menghargai idealisme individu 
sebagai hak dasar dalam menentukan 
pilihan bebasnya; 
• Makin lemahnya tekanan-tekanan pihak 
keluarga luas/kerabat untuk memaksa 
bertahan dalam lembaga perkawinan yang 
tidak sehat. 
Pilihan sadar dan dengan dasar keyakinan 
bahwa cerai gugat adalah langkah terbaik 
untuk mengakhiri krisis dan konflik 
perkawinan yang berkepanjangan. 
JUSTIFIKASI GRADASI 
Keluarga 
Masyarakat 
Institusi Formal 
(Negara) 
• UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Pasal 39 tentang Perceraian); 
• PP No. 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan, 
Perceraian dan Rujuk bagi PNS; 
• Inpres RI No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum 
Islam): Pasal 132 tentang Cerai Gugat; 
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keluarga yang memiliki kelenturan atau kelentingan terhadap kompleksitas persoalan yang 
muncul. Pada kondisi ini, rekayasa sosial menjadi pilihan pokok sebagai agenda aksi bersama 
para pihak untuk merevitalisasi norma-norma keluarga dan merekonstruksi sakralitas 
perkawinan. 
Kedua, peradaban sosial dan budaya masyarakat yang berlandaskan norma-norma 
agama dan norma kebudayaan  dikonstruksi secara elementer dalam lembaga keluarga, baru 
kemudian mendapatkan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem sosial yang berkonteks 
makro. utuh dan ideal. Ketiga, keberlanjutan generasi yang berperadaban dan memiliki 
keunggulan-keunggulan dalam berbagai dimensinya sangat bergantung dari kondisi dan 
kualitas keluarga sebagai produsen generasi dan kebudayaannya. Dalam konteks tersebut, 
peneliti  memiliki arah yang berbeda dengan esensi gagasan-gagasan Berger dan Luckmann 
menyangkut terjadinya proses institusionalisasi terhadap fakta sosial tertentu.  
  
Skema Proses Disinstitusionalisasi Cerai Gugat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objektivasi: Realitas Simbolik 
Objektivasi terjadi ketika produk dari aktivitas-akivitas tersebut telah membentuk 
suatu fakta (faktisitas) yang bersifat eksternal dan lain dari para produser itu sendiri. Momen 
ini mengungkap berlangsungnya interaksi sosial di dalam dunia intersubyektif yang 
dilembagakan, menunjuk kepada hasil fisik atau mental yang dicapai dari momen 
eksternalisasi. Realitas sosial yang berakar dari momen eksternalisasi seakan-akan menjadi 
sesuatu yang otonom dan berhadap-hadapan dengan orang-perorang, menjadi faktisitas yang 
berada di luar. Berbagai aktivitas manusia ini ini membentuk suatu jaringan intersubyektif 
melalui pelembagaan dan pembiasaan (habitualisasi) yang disepakati banyak orang sehingga 
seakan terlepas dari kendali orang perorang (Berger & Luckmann, 1990). 
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Ekspresi rasionalitas cerai gugat terpaparkan dalam kualitas argumentasi yang 
terungkapkan dalam wawancara mendalam terhadap subyek. Pada tataran ini, subyek telah 
menciptakan nilai-nilai baru yang disepakati bersama, dimana nilai-nilai tersebut merupakan 
kreativitas individu dalam struktur sosialnya untuk menyesuaikan diri dengan konteks 
sosiokulturalnya. Pada perspektif ini pula, cerai gugat terkulminasi sebagai realitas sosial baru 
yang diobyektivikasikan melalui proses eksternalisasi. Dengan kata lain, bahwa cerai gugat 
yang terjelmakan menjadi realitas sosial baru tersebut adalah produk aktivitas masyarakat 
yang telah memperoleh statusnya sebagai realitas sosial objektif. Realitas yang melembaga ini 
tampil sebagai fenomena di luar diri yang turut memengaruhi dan mengendalikan perilaku 
orang lain. 
 
3. Internalisasi-Sosialisasi: Realitas Subyektif 
Dengan menggunakan perspektif Teori Interaksionisme Simbolik oleh Mead, dapat 
diimajinasikan bahwa di dalam jagad cilik (inner world) masing-masing subyek penelitian 
(janda) itu terdapat apa yang disebut “Self”, “I”, dan “Me”. “Self” adalah ruang dan aktivitas 
yang ada di dalam jagad cilik subyek, yang secara terus menerus mensinergikan dan 
memelihara harmoni antara “I” dan “Me” subyek, yang dari waktu ke waktu dua entitas 
tersebut mengalami perkembangan. “I” adalah sifat-sifat subyek yang spontan, individual, 
subyektif, dan bebas. Sementara “Me” adalah sikap-sikap subyek yang terorganisir dan 
terarahkan kepada orang lain, dan sikap-sikap ini pula yang menghubungkan subyek dengan 
realitas sosialnya karena sifatnya yang sosial. Dalam kerangka Mead,  “Me” ini pula yang 
disebut sebut self concept atau self identity atau jati diri (Ritzer dan Smart, 2011).  
Meminjam konsep sosialisasi Mead tadi, subyek sebagai pelaku cerai gugat 
menjadikan keluarga dekatnya sebagai role model pada tahap play stage. Mereka yang 
dijadikan significant others sebagai role model adalah kerabat orang tua yang memiliki 
pertalian darah dengan orang tua kandung, yang juga pernah melakukan tindakan cerai gugat.  
Di fase permainan (game stage), yang menjadi generalized others adalah teman-teman 
sebaya yang terstrukturkan dalam sebuah komunitas yang dihuninya secara bersama-sama 
hingga meluas kepada individu-individu lain yang sama sekali tidak memiliki keterhubungan 
secara individu (significant accident).  
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 Skema Realitas Sosial Obyektif Pembentukan Self Identity  
(Jati Diri) Subyek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerai Gugat dan Motif yang Melatarinya: Perspektif Makro Obyektif 
1.  Dekadensi Makna Simbolik Dalam Ritual Perkawinan   
 Tradisi perkawinan masyarakat Bugis secara eksplisit mengekspresikan kehendak-
kehendak yang visioner dan filosofis terhadap sebuah kehidupan di masa kini, depan, dan  
nanti yang sejahtera, damai, dan langgeng.  Kehendak-kehendak itu terpresentasikan secara 
simbolik pada acara seremonial serta sakral yang dikemas melalui acara “mappacci”. 
Mappacci dalam Bahasa Bugis berarti pembersihan atau pensucian diri yang melingkupi jiwa 
raga agar mampu dan dapat berperangai bersih dan jujur dalam menjalankan bahtera rumah 
tangga.  
Terhadap fakta empiris dimana perceraian demikian marak dengan prosentase cerai 
gugat yang sangan dominan, sesungguhnya dapat diinterpretasi bahwa terjadi kegagalan 
tranformasi esensi filosofis mappacci ke dalam perikehidupan dunia nyata. Mappacci 
sejatinya telah mengalami dekonstruksi nilai, desakralisasi makna, dan distorsi pesan moral 
sebagai akibat dari  praktik perkawinan yang lebih berorientasi pragmatik dan menelantarkan 
esensialitas nilai dan makna perkawinan itu sendiri.  
Antara pesan moral mappacci dengan fenomenologik perceraian mencerminkan 
sesuatu yang irrelevan dan tidak berkorespondensi. Simbol-simbol keluhuran budi, kemuliaan 
akhlak, dan kesetiaan sepanjang hayat terhadap pasangan yang dipresentasikan oleh material 
Realitas Sosial 
Obyektif 
Realitas Sosial 
Keluarga 
Realitas Sosial 
Komunitas 
Realitas Sosial 
Pergaulan 
Lingkungan 
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alam dan material sintetik yang tersaji dalam kegiatan mappacci, seolah mewujud sebagai 
ritual yang tidak memiliki koherensi dengan pembentukan pribadi-pribadi yang siap 
membangun rumah tangga sebagaimana divisualkan oleh konstruksi simbolik. Pada aspek 
semiotik, makna-makna simbolik yang inherent dalam ritual mappacci tidak 
terinstitusionalisasi dalam kehidupan berumah tangga secara baik.  
 
2. Desakralisasi Perkawinan dan Lemahnya Ketahanan Keluarga 
 Perubahan sosial yang demikian keras dan pesat telah melonggarkan nilai-nilai budaya 
dan sosial. Disadari maupun tidak, perubahan sosial telah mengubah paradigma terhadap 
sesuatu, mengubah perilaku, dan mempelajari serta mempratikkan nilai-nilai baru yang,  
seringkali berkonfrontasi dengan akar budaya lokal yang dipanuti selama itu. Sekaitan dengan 
perubahan sosial tersebut, dalam konteks perkawinan, perkawinan lambat laun telah 
meninggalkan esensi sakralitasnya dengan membuatnya lebih pragmatis dan lekas (instant).  
 Terdistorsinya sakralitas perkawinan sebagai akibat dari pergeseran nilai perkawinan 
itu sendiri menjadi aktivitas yang lebih pragmatis, telah berdampak pada bergesernya pula 
tujuan pembentukan keluarga. Merespon gejala ini, Faturochman (1997) menyebutkan bahwa 
tujuan keluarga yang seharusnya bermuara pada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat, 
bergeser pada kehidupan materialistik di dunia. Transendensi perkawinan, perlahan-lahan 
namun konsisten, telah tersubtitusi dengan hal-hal sesaat yang lebih profan dengan 
kepentingan jangka pendek. 
 
1. Pergeseran Nilai-nilai  Sosial tentang Perceraian  
Pergeseran nilai-nilai terhadap perceraian ini selanjutnya dijelaskan sebagai salah satu 
akibat oleh adanya atau munculnya Undang-Undang Perkawinan baru yang memuat masalah 
perceraian. Kesadaran dan idealisme terhadap pentingnya hak-hak individu menimbulkan 
adanya pembaharuan di bidang hukum ini, di samping adanya ekspektasi yang tinggi terhadap 
lembaga perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, empati, afeksi, dan 
aktualisasi diri. Sejumlah informan menjelaskan bahwa cerai gugat adalah refleksi dari 
pergeseran nilai sosial di masyarakat, hal mana cerai gugat dipandang sebagai kepatutan 
dalam hubungannya dengan penyelesaian kemelut rumah tangga. 
Perubahan pada nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat tidak 
lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan. Tidak seperti 
perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita 
kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya. Wanita sebagai isteri dalam rumah tangga 
tidak lagi harus mengalah atau bersifat pasrah dalam menyikapi kehidupan perkawinannya, 
karena istri pun merasa mempunyai hak memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan 
perkawinan tersebut.  
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4.  Disfungsi Institusi yang Berafiliasi dengan Lembaga Perkawinan  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pengadilan Agama maupun (/KUA/BP4) 
belum menunjukkan fungsi preventifnya dalam menekan tingginya laju perceraian secara 
umum dan cerai gugat secara khusus. Pengadilan Agama sebagai institusi yang memiliki 
kaitan yang sangat erat dengan institusi perkawinan, saat ini lembaga tersebut belum memiliki 
regulasi internal dan metode aplikasi sistem yang berorientasi pada upaya pencegahan.  
Selain Pengadilan Agama, institusi lain dengan gugus dan bidang garap yang selaras 
dengan Pengadilan Agama adalah BP4 sebagai sub sistem yang juga lahir dari UU No. 1 
Tahun 1974. BP4 adalah lembaga resmi pemerintah yang didirikan untuk membantu pasangan 
suami isteri dalam menemukan solusi atas persoalan rumah tangga yang dialaminya. 
Tujuannya begitu jelas, yakni agar pasangan suami isteri tidak melakukan perceraian. 
Idealisme lembaga ini ternyata tidak termanifestasikan secara teknis operasional sebagaimana 
dikehendaki tatkala lembaga ini dibentuk. Lembaga ini memiliki wilayah garapan dengan 
dimensi luas, yakni dimulai pra nikah hingga terjadinya pernikahan, perceraian dan masa 
purna perceraian, dan penasehatan. Penasehatan berdasarkan arahan sebagaimana 
diundangkan adalah menyangkut penasehatan individual, keliling, dan penasehatan melalui 
penerbitan media cetak.  
 
Cerai Gugat dan Motif yang Melatarinya: Perspektif Mikro Subyektif 
1. Motif “Karena” (Because to Motive) 
a. Karena Kegagalan dalam Memenuhi Ekspektasi 
Setiap pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangganya selalu berpijak pada 
orientasi masa depan dan harapan (ekspektasi) masing-masing yang lebih baik dari masing-
masing pihak. Harapan itu, secara filosofis dan simbolik, telah lebih awal diilustrasikan 
melalui ritual adat mappacci. Kompleksitas penggunaan material secara simbolik dari 
berbagai komponen yang digunakan dalam ritual mappacci, keseluruhannya 
merepresentasikan akan harapan-harapan yang didenotasikan oleh pasangan pasca 
pernikahan. Dalam konteks ini, harapan diasosiasikan sebagai cita-cita yang hendak 
dijelmakan oleh pasangan suami isteri dalam wujud kehidupan yang lebih baik pada berbagai 
aspeknya.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek secara keseluruhannya mengaku 
mengalami kegagalan dalam mewujudkan ekspektasi-ekspektasinya yang dibangunnya tatkala 
baru saja memulai kehidupan rumah tangganya.  Instabilitas dan distorsi keintiman yang 
kerap terjadi dan cenderung berlarut-larut tanpa dibarengi dengan upaya berkesungguhan 
dalam menanganinya, adalah sisi lain dari makin jauhnya subyek dari pemenuhan 
ekspektasinya. FT, TT, dan BRD yang berpengharapan akan mendapatkan suami setia, 
penyayang, dan mencukupi kebutuhannya ternyata jauh panggang dari api. Seperti halnya 
ketiga subyek terdahulu, KSM dan NGK juga memiliki pengharapan yang serupa tetapi juga 
tidak hadir dalam kenyataan sebagaimana mestinya. Dalamnya jurang pemisah antara 
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ekspektasi dengan realitas adalah salah satu motif yang memengaruhi subyek dalam 
mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya. 
 
b. Karena Kesulitan Ekonomi  
Dalam penelitian ini, aspek ekonomi mendapatkan perluasan makna dengan 
memasukkan unsur-unsur lain yang berhubungan erat dengan produktivitas. Kebijakan dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya keuangan keluarga adalah salah satu contoh yang 
acapkali memicu munculnya konflik jika dikelola dengan cara yang tidak arif. Pola hidup 
konsumtif adalah perilaku ekonomi yang biasanya mengguncang kestabilan ekonomi rumah 
tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan subyek mengalami persoalan 
yang terkait dengan persoalan ekonomi, mulai dari ketidakcukupan pendapatan dan 
kelangkaan sumberdaya yang dapat dikelola juga menyangkut tata kelola keuangan rumah 
tangga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subyek merasakan kesulitan ekonomi 
dalam berbagai tingkatannya akibat rendahnya dan bahkan tidak adanya sumber nafkah yang 
berasal dari suaminya. Kasus suami FT dan KSM yang tidak bekerja merupakan gambaran 
dari bagaimana ruwetnya menegakkan rumah tangga yang tidak ditopang oleh konstruksi 
ekonomi yang memadai. Sementara itu, suami NGK yang mengambil peran isteri sebagai 
pengelola keuangan rumah tangga adalah fakta empirik yang mendegradasi kualitas relasional 
dalam keluarganya. Paseng  “ajana mu’baine ko de’nu ullei nucanneri dapureng pikkapitu” 
mempresentasikan relevansinya dengan fenomena perceraian saat ini.  
 
c.  Karena Konflik yang Berkepanjangan  
Penelitian ini mengungkapkan keseluruhan subyek mengalami kekerasan dalam 
berbagai varian dan derivasinya, dari kekerasan fisik hingga kekerasan psikis, hal mana telah 
menyebabkan munculnya konflik yang berkepanjangan. Kasus TT yang ditampar oleh 
suaminya di depan umum, pemukulan oleh suami yang dialami NGK, hinaan yang diterima 
oleh FT oleh suaminya secara berulang-ulang, dan BRD yang menyaksikan perselingkuhan 
suaminya adalah ragam kekerasan yang dialami subyek. Penelitian ini juga menemukan 
bahwa subyek memiliki pandangan dan sikap yang sangat pragmatis dalam menyikapi kondisi 
ketidakcocokan dengan suaminya. Konflik-konflik yang terjadi dalam lembaga perkawinan 
yang berujung pada terjadinya kekerasan fisik terhadap pasangan hidup adalah seumur dengan 
lahirnya institusi perkawinan itu sendiri. Dalam perspektif tertentu, kekerasan yang terjadi 
dalam lembaga perkawinan adalah kekerasan yang dilegalkan akibat otonomi rumah tangga 
yang imun terhadap intervensi eksternalnya. Konsep pemberian “mas kawin” dalam ritual 
pernikahan misalnya, oleh banyak kalangan dianggap sebagai pembayaran cash yang 
akhirnya menimbulkan konsekuensi mempelai perempuan seoleh “dibeli” dan dapat 
diperlakukan semena-mena. 
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2.   Motif  Tujuan (In Order to Motive) 
a. Untuk Memenuhi Ekspektasi dengan Cara Sendiri  
Pada tataran idealitas, lembaga perkawinan adalah wadah primer untuk membangun 
keluarga yang berbasis pada pencapaian harapan, yang ditunjang dengan mentalitas dan dan 
tanggung jawab yang besar. Kreativitas dan inovasi yang diarahkan pada optimalisasi 
penggunaan sumberdaya yang ada adalah pilihan terbaik dalam mewujudkan ekspektasi yang 
diimpikan sejak mula membangun keluarga. Dalam praktiknya, pemenuhan ekspektasi tidak 
selalu memenuhi keinginan apalagi melampauinya. Kegagalan dalam pencapaian ekspektasi 
seringkali memunculkan perasaan kecewa, yang berlanjut pada terjadinya perubahan sikap 
pasangan dan tentunya berakibat pada merosotnya kualitas intimitas dalam keluarga. 
Sebagaimana telah disinggung pada because motif di muka, kegagalan itu telah menyulut 
munculnya perasaan frustrasi, yang sebagiannya berakhir dengan perceraian. 
Pasca cerai gugat, subyek meretas kembali peta jalan masing-masing untuk 
mewujudkan ekspektasinya  yang gagal diwujudkan bersama dengan suaminya. Pengambilan 
keputusan untuk berbenah diri dilakukan dengan sejumlah cara, yang secara keseluruhannya 
diarahkan pada peningkatan kapasitas personal agar memiliki kecakapan hidup yang lebih 
baik. Hal yang menarik adalah bahwa semua subyek beusaha merekonstruksi ekspektasinya 
dengan berharap menikah kembali dengan pasangan yang dianggapnya jauh lebih cocok dan 
menjanjikan ketimbang mantan suaminya. Untuk mewujudkan itu, sebagian besar subyek 
(NGK, BRD, FT, dan KSM) saat ini telah melakukan pembinaan hubungan yang lebih dekat 
dengan pilihannya masing-masing. 
 
b. Untuk Memperbaiki Kondisi Perekonomian Keluarga 
Salah satu fungsi keluarga di samping fungsi-fungsi pokok lainnya adalah fungsi 
ekonomi. Dengan fungsi ini, maka keberlangsungan sebuah keluarga dapat dipertahankan dari 
seluruh potensi dekonstruksi yang terkait dengan keuangan. Seluruh aktivitas keluarga 
senantiasa terkait dengan uang, dan uang telah menjelma sebagai entitas perekat keseluruhan 
relasi yang berlangsung dalam keluarga. Sangat pentingnya kedudukan ekonomi dalam 
perkawinan dapat ditelusuri dari makin meningkatnya kasus cerai gugat dengan alasan motif 
ekonomi. 
Dengan asumsi bahwa materi bukan segala-galanya tetapi segala-galanya butuh 
materi, atau uang bukan segala-galanya tetapi segala-galanya butuh uang, sekali lagi 
menunjukkan bahwa aspek ekonomi adalah panglima yang mampu mendeterminasi keputusan 
keluarga, bertahan dalam kekurangan atau bercerai untuk mendapatkan penghidupan baru 
yang layak. Untuk memenuhi hajat ekonomi dalam level kepatutan, sangat ditentukan dari 
sejauhman sumberdaya yang dimiliki keluarga. Sumberdaya keluarga ditinjau dari aspek 
ekonomi adalah sebagai alat atau bahan yang tersedia dan diketahui fungsinya untuk 
memenuhi kebutuhan dan tujuan keluarga.  
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  Secara obyektif, sebagaimana yang terjadi pada keluarga-keluarga subyek yang 
diteliti, ketidakmandirian terkait dengan segi-segi yang berhubungan dengan kontrol suami 
yang ketat dengan ruang kiprah yang sangat sempit, pengendalian keuangan oleh suami, dan 
hal-hal lainnya yang dianggap mereduksi dan bahkan memasung kemandirian isteri sebagai 
ratu rumah tangga.  
  
c. Untuk Kepuasan  dan Terbebas dari Tekanan Batin 
Dalam penelitian ini,  keseluruhan subyek mengakui kekurangpuasannya dan bahkan 
ketidakpuasannya atas perkawinan yang dijalaninya. Kekerasan fisik yang dialami oleh TT 
dan BRD serta kekerasan psikis yang dialami oleh BRD, FT, dan KSM sesungguhnya telah 
mendera batin dan memotivasinya mengakhiri tekanan batinnya dengan pilihannya sendiri. 
Krisis rumah tangga akibat konflik dan ketidaknyamanan lainnya ibarat tali temali yang saling 
berjejaring dan sulit diurai untuk ditemukan ujung pangkalnya. Pangkalnya sebagaimana 
dikemukakan sebelumnya adalah pada because motive dan ujungnya adalah divolusi atau 
perceraian. Atas kondisi itu, subyek juga memiliki keseragaman tindakan dalam 
menyikapinya, yakni dengan menggugat cerai suami. Perceraian dipercayainya sebagai jalan 
untuk mendapatkan kepuasan baru setelah sekian lama didera tekanan batin di dalam lembaga 
perkawinannya. 
 Perkawinan secara idealnya dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan 
yang telah memiliki kematangan (maturitas), matang dari aspek biologis, psikologis, dan 
sosiologis. Kematangan biologis dapat diukur dari dari kematangan usia dan dari segi fisik. 
Kematangan psikologis dapat diukur dari kemampuan dalam mengendalikan emosi dan 
kemampuannya untuk berpikir dan bertindak secara sehat dan normal. Sedangkan kematangan 
sosiologis dapat diukur dari kemampuannya untuk menciptakan lembaga keluarga yang 
dihuninya dalam menjamin kelangsungan hidup manusia yang ada di dalamnya secara 
bermartabat serta menjaga stabilitas sosialnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang 
dibangun dengan mengabaikan kematangan ini telah berdampak pada terjadinya disharmoni 
dan berakhir dengan divolusi.  
  
Pemaknaan terhadap Cerai Gugat 
a. Makna Solusi atas Kegagalan Mewujudkan Ekspektasi dalam Perkawinan  
Untuk kebutuhan penelitian ini, solusi diasosiasikan dengan jalan keluar untuk 
mengatasi masalah internal perkawinan yang menyebabkan gagalnya pencapaian harapan-
harapan dalam perkawinan. Dengan pengertian ini, maka solusi adalah pilihan terbaik dari 
sejumlah pilihan dan kemungkinan yang tersedia bagi subyek dalam menyikapi secara positif 
masalah yang tengah dialaminya. Pemberian makna ini terhadap perceraian oleh subyek, 
muncul karena hampir semua subyek dalam proses perkawinannya mengalami banyak 
masalah. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi 
mereka berdua selain dengan bercerai. TT, FT, dan BRD adalah subyek yang mengalami 
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masalah yang cukup pelik selama berumah tangga. Perilaku suami yang kasar, merendahkan, 
dan tidak peduli adalah alasan kuat untuk menggugat cerai suaminya. Hal yang sama juga 
terjadi pada KSM dan NGK kendati dengan level masalah yang lebih ringan dibandingkan 
dengan ketiga subyek lainnya. Keseluruhannya menilai bahwa ekspektasi yang diimpikannya 
sejak dulu tidak dapat dicapai dengan kondisi yang ada saat ini. 
Masalah eksternal dipahami sebagai persoalan yang muncul akibat persinggungan 
dengan pihak luar. Terintegrasinya pasangan suami isteri dengan dunia sosialnya telah 
memungkinkannya untuk mengalami kompleksitas persoalan yang terhubungkan oleh 
jaringan relasi dengan banyak pihak. Intervensi pihak ketiga adalah salah satu contoh dari 
masalah eksternal yang seringkali tidak dapat terelakkan bagi sepasang suami isteri dalam 
perkawinan. Campur tangan mertua dan kehadiran pihak ketiga adalah contoh masalah 
eksternal yang berpotensi mengguncang keharmonisan sebuah rumah tangga. Perceraian 
ditempuh untuk maksud mengakhiri disharmoni dan disorganisasi itu.  
 
b. Makna Kemandirian  
Di masa-masa sebelumnya, wanita secara umum enggan memutuskan untuk bercerai 
karena merasa tidak siap secara ekonomi untuk menegakkan kehidupan keluarga secara baik 
setelah ditinggal suaminya. Apapun bentuk situasi dan kondisi yang dihadapi dan dirasakan 
dalam perjalanan perkawinan, sedapat mungkin dipertahankannya. Selain karena alasan 
ekonomi tersebut, predikat sebagai janda adalah status yang tidak diingini karena sebagian 
besar masyarakat masih menganggap sebagai aib keluarga. Kondisi dewasa ini nampaknya 
sudah tidak begitu relevan lagi. Buktinya, dominan perceraian yang terjadi di Indonesia saat 
ini adalah cerai gugat, bukan cerai talak.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek yang bercerai dengan alasan kesulitan 
ekonomi telah melakukan upaya-upaya tertentu untuk menjawab masalahnya yang terkait 
dengan motif tadi. BRD memilih melanjutkan usaha orang tuanya sebagai pedagang pakaian 
jadi, KSM, TT dan NGK menjadi pekerja serabutan, dan FT membuka kios untuk dagang 
kecil-kecilan di luar profesinya sebagai guru. Beberapa diantaranya bekerja dengan 
mengandalkan potensinya secara terbatas, tetapi kondisi ini telah mengantarnya pada situasi 
yang menurutnya lebih baik karena telah memiliki penghasilan sendiri untuk menyelesaikan 
segenap kebutuhan keluarganya.  
 
c. Makna Ekspresi Kebebasan dari Pusaran Konflik 
Konflik adalah keniscayaan yang tidak mungkin tidak ada kendati dengan relasi yang 
sesempurna mungkin. Integrasi dualitas sebagai bentuk dari kehidupan bersama antara suami 
dan isteri adalah realitas paling awal dari terjadinya konflik. Setiap saat dimana terdapat dua 
orang atau dua kelompok yang akan mengambil keputusan, memiliki potensi untuk melecut 
terjadinya konflik. Hal yang sama dapat terjadi pula dalam kehidupan perkawinan sebagai 
institusi paling dasar dalam dunia sosial. Kebahagiaan dan kesuksesan dalam banyak 
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aspeknya merupakan hal terpenting  yang menjadi tujuan dan sangat diimpikan dalam sebuah 
perkawinan. Namun, untuk mencapai level ini bukanlah perkara yang mudah karena 
kebahagiaan perkawinan akan tercapai jika pasangan suami isteri memiliki kualitas interaksi 
perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan, terkadang apa yang diharapkan oleh 
masing-masing individu tidak selaras dengan kenyataan tatkala sudah memasuki lembaga 
perkawinan.  
Makna kebebasan yang diungkapkan subyek dapat diinterpretasi sebagai materialisasi 
dari perlawanan dan resistensi terhadap kondisi yang menafikan eksistensi pihak lain dalam 
lembaga perkawinan. FT, BRD, dan TT mengungkapkan perihal adanya perasaan yang lebih 
baik ketimbang pada masa-masa kemelut dalam rumah tangganya. NGK dan KSM juga 
mengakui bahwa dirinya bisa lebih rileks dengan statusnya sebagai janda saat ini. Kelima 
subyek mengutarakan bahwa lebih baik hidup tanpa suami tetapi ada kedamaian, daripada 
hidup dengan suami tetapi dipenuhi oleh berbagai macam konflik dan perseteruan. Tujuan 
perkawinan diorientasikan pada terciptanya integrasi dualitas yang kekal, bahagia, dan  
sejahtera yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan secara universal, telah berbelok arah 
menjadi relasi yang timpang dan eksploitatif. Sekali lagi, secara interpretatif, makna 
kebebasan bagi subyek adalah selebrasi atas kemenangan individu dalam apresiasinya yang 
tinggi terhadap keluhuran martabat. 
  
KESIMPULAN  
Hasil kajian fenomenologis dalam penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Subyek mengkonstruksi cerai gugat sebagai tindakan yang biasa, tidak tabu apalagi aib, 
dan merupakan pilihan bebas atas pribadi yang berdaulat; 
2. Secara makro, cerai gugat disebabkan oleh dekadensi norma dan desakralisasi perkawinan 
sebagai akibat dari perubahan sosial. Secara mikro, cerai gugat lebih disebabkan oleh 
realitas sosial yang berkebalikan dengan harapan ideal subyek; 
3. Sebagai tindakan sosial yang berkesadaran, subyek memaknai cerai gugat yang 
dilakukannya sebagai jalan keluar dari kompleksitas persoalan yang dihadapinya; 
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